
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang a. bahwa sebagai tindaklanjut diterbitkannya Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 15/ KM.7/ 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan
dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III
Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020
perlu diubah kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019 Nomor 23);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 68 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2020
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut :
a. Lampiran I dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
1.1. Semula : Rp. 2.168.786.068.000,-
1.2. Berkurang : Rp. 254.414.830.000,-

Jumlah Pendapatan Setelah : Rp. 1.914.371.238.000,-
Perubahan

2. Belanja Daerah
2.1. Semula : Rp. 2.247.978.404.000,-
2.2. Berkurang : Rp. 253.414.830.000,-

Jumlah Belanja Setelah : Rp. 1.993.563.574.000,-
Perubahan

3. Pembiayaan Daerah
3.1. Penerimaan Pembiayaan

3.1.1. Semula : Rp. 91.092.336.000,-
3.1.2. Bertambah : Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Setelah : Rp. 91.092.336.000,-
Perubahan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1. Semula : Rp. 11.900.000.000,-
3.2.2. Bertambah : Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Pengeluaran Setelah : Rp. 10.900.000.000,-
Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto : Rp. 80.192.336.000,-
Setelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan : Rp. 0,-
Anggaran Setelah Perubahan

b. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Kesehatan  pada kegiatan :
1) Operasional Kesehatan;
2) Penyempotan/ pemberantasan vektor penyakit dan penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan;
3) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
4) Peningkatan survellance epidemologi dan penanggulangan wabah;

c. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada
kegiatan :
1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan (DAK);

d. Lampiran II Unit Organisasi BPBD pada kegiatan :
1) Optimalisasi  Posko;

e. Lampiran II Unit Organisasi DPKPLH pada kegiatan :
1) Penunjang DAK Bidang Perumahan;
2) DAK Air Minum;
3) DAK Sanitasi;

f. Lampiran II Unit Organisasi DPUPR pada kegiatan :
1) DAK Irigasi;



g. Lampiran II Unit Organisasi Dintankan dan KP pada kegiatan :
1) DAK Pertanian;
2) DAK Bidang Kelauatan/ Perikanan;

h. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-PPKD pada kegiatan :
1) Belanja Tidak Terduga;

i. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Banjarnegara  pada kegiatan :
1) Pemberdayaan Kelurahanan (Argasoka);

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-7-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 30


